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tsUFATI HAPUAS,

Menimbang : a. ba.hwa Peraturan Bupati ini dibentuk sebagai
pclaksaraan Pasal 18 Ayat (1) Peratural Menteri Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tralsmigrasi
Nomor I Tahun 2015 tentarg Pedoman Kewenaagan
Berdasa.rkal Hak Asal Usul Dan Kewenangal lokal
Berskala Desa;

b. bahwa sebagai upaya untuk mewujudkan pengembaigan
otonomi desa, perlu menetapkan Peraturim Bupati
Kapuas tcntang Dadtar Ke\r,enangan Berdasarkan Hak
Asal Usui Dart Kervenangan Lokal Berskala Desa di
Kabupaten Kapuas;

Mcngingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalarn hurul a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati Kapuas tentang Daftar Kewenangan
berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa di Kabupaten Kapuas.

1. Undang-Undar-rg Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Pcnetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pelnberltukan Daerah Tingkat 11 di
Kalimantan (l,emba(an Negara Repubtik Indonesia Taiun
1959 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1959 !{omor 72,
Tarnbahan Lemba-ran flegara Republik Indonesia Nomor
iB2O):



2.

3.

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oA4 tentang
Petirnl)anga!1 Kcuangan Anura Pernerintah Pusat dan
Pcmcrintnta.r Dn.crala (l.crnb.lran Negar.a Repubtik
Inclonesia Tallun 2004 Nomor 162, Tarnbahan Lembaran
Negara llepublik IndoDesia Nomo. 4433);
Undang-Unclar-rg Nornor 12 Tahun 2011 tentang
PcmbeD|ukan l)cratLtrzln Pr:rund:ing-Undartgan (Lcmbaran
Neg,rra Tlcpllblik lndoncsia ]'ahun 20I I Nomor 82,
T:uilahan f-embaran Negara Rcpublil{ Ir'tdonesia Nomor
5234);
Undang-Undang Nomor 6 'l'ahun 2014 teDtang Desa
(Lcmbara[ Nesara Rcpub]ik Indoncsia Tahun 2014 Nomor
7, Taiobahan Leml-:aran Negara Itepublik IndoncsiEr Nomor
5495);
Und.ug-Und:1ng Nomor 23 Tahun 2O14 tentang
Pcmerintahan Dacrah (Lembar.rn Negara Rcpublik
lndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tdmbah€ur Lembaral]
Negara Republik Incloncsia Nomor 5587), sebagaimara
tclah diubah clcnsan Unclang Undalg Nomor 2 Tahun 2015
(Lcmbaran Ncgara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor
24, Tambahan Lembaran Negara Ilepublik Indonesia Nomor
s6s7ll

6. Undang-UndanB Nornor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemcrintahan (Lcmbaran Negara Republik
lndonesia 'lahun 2014 Nomor 292, Tambahzrn Lembaran
Negara Repllblik Indoncsia Nomor 56011;

7. Undang-Undang Notror 43 Tahun 2A1,4 tcntarrg
Pclaksanaan Undang Undang Nomor 6 Taltun 2014 tcntang
Desa (Lembaran Ncgara Republik lndonesia Tahun 2014
Nomor 123, 'fambahan l-embaran Nega-ra Republik
Indonesia Nomor 5539);

B. Pe.aturan Pemcrintalt Nornor 58 'lahun 2005 tentang
I'cngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
indoncsia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembarar
Ncgara Rcpublik lndonesia Nomor 4578);

9. Peraturarl Pcmerintah Nornor 72 Tahun 20O5 tcntaDg Desa
{l,embarao Negara Republik lndoncsia tahun 2005 Nomor
158 Tambahan Lcmbaran Ncgzrra Republik Indonesia
Nomor 4578);

lO. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Talun 2007 tentang
Pcmbagiar Urusan Pemerintahaq Antara Pemerintah,
Pemcdntahan Dacri,.h Provinsi, dan Pcmerintahan Daerah
Iiabupaten/Kotzr (Lernbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2OO7 Nornor 82, Tambahar-r Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Pcraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tent.mg
Pclaksanaan lJndang-Undang Nomor 6 l'ahun 2014 tentang
Desa, sebagaimana telah diubah dengar: Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tcntang P€rubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembalan Ncgar.a Republik lndonesia Tahun 2015
Ncmor 157 Tambahan Lembaran Ncgara Republik
lndonesia Nomor 5717);

12. Peraturan llenteri Dalarn Negeri Nomor 111 Ta-hun 20lri
tcntaDg PedomaD 'fckni,s perablran di Desa:



i\4enete kan

13. Peraturan Menteri Dalam Neged Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pcngelolzran keuafrgal1 Desal

14- Pcratlt-;an ienteri D4raj! Ncgeri Nolnor 114 1'ahun 2014
tentang Pcdoman Pcnlbangunan Desa;

15. Pcraturan Menteri Dcs.t Pembangunan Daeralr Tertir:ggal
de.n 'fransmigrasi Noroor 1 'fahun 2015 tent,lrlg Pedonr.an
Kervenangan Ilerdasarkan rlal Asal Usul dan Kewenangan
l-okas Berkala Desa;

16. Pcraturan Mentcri Dalam Negcri Nomor 80 Tahun 2OI5
tentang Pcmbentukan Produk llukum Daerah;

17- Peraturan Daerail Kabuilaten I{apuas Nomor 6 Tahun 2007
tentang Pedom:u Penvusunarl C)rganisasi dan Tata Kerja
Pemcrintah.rn Dcsa (l-embaran Dacrah Kabupaten Kaplras
Tahuo 2OO7 Nomor 6);

18. Peraturan D.rerah Kabupaten Nomor 8Tahun 2OO7 teatang
Kcuangan T)esa (l-ernbaran Daer.rh Kabupatcn Kapuas
Tahun 2007 Nomor I );

19- Pcraturan Daerah Kabupaterl Kapuas Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas
(Lembaran Daerah Kabupatcn Kapuas Tahun 2OO8 Nomor
2\:

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tal.run 2015
tentang Tata cara Pcmilihan dan pcmberhentian Kepala
Dcsa (Lembaran Daerah Kabupatcn Kapuas Tahun 20]5
Nomor 1) dan Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten
Kapuas Provinsi Kalimantan Tengal] 05/2015;

21. Pcraturan Bupati liapuas Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Iretunjuk'leknis Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatiu,
Pelantikan dan Pcn'berhential I(epala Desa, Berita Daerah
KablrDatcn Ee,puas Tai:lin 2Ci5 |lcmor 148.

I{ETIUTUSI{;fl :

PERATURAI.I BUPATI TAHTANG DAFTAR K]DVIE}IAi{GAN
BERDAS}.PCI/-II-I{ ,!iAI' AS},I. USUL DA}i KEWET{AI{GA}T ;,GKAT,
lgERs!,:li-1"{ I}lE$& st x-{Bi:raTE$ :tA?uAs.

EAE I

KETENTUAN U1l[UM

pasal l-

Dalam Pcraturan I)aerah ini yang dimalsud dengan :

1. Daerah adalah Daeiah Kabupatcn Kapuas.
2. Pemerintahan Daerah adaiah penyelenggarilan urLlsan

pemerintahan oleh Pemcrintah Daerr*r dan Dewan perwaf<ilan
Rakyat Daeral, mcnurllt asas otonomi dan Tugas pembaIltuan
dengan prinsip otonomi scluas-Iuasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatua, Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undnng Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Penerintah Daerah aCalah l{epata Daeral.} dan perangkai
Daeralt sebagai penyeien ggaraan pemerintahan llaerah.

4. BuEati adolclr Buoati Kan,_,.as



5. Dewan Perwakilan Ral<yat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dcwan Pcrawaldlan Rakyat Daerah Kabupaten

6. Camat adalah Pimpinan Satuan Kerja Pcrangka Daerah
Kccamatan.

7. i.,ecamata! adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat
dacrah kecamatan.

8. f)esa adalah l<esatuan masyarakat hrrkum yang memiliki batas-
batas v,,ilayai yang bcrqrnang untuk mcngalur dan B1cngllms
kcpentingan masyarakat sctcfi)p?rt, berdasarkar zLseil usul dan
adat istiadat sctempat yang cliakui dan dihormati dalam sistem
Pcmeljntah Ncgara KcsltLuan Republik lnclonesia.

9. Pemerintahan Dcsa adalah penyelenggara.an urusan
Pemerintilhan olel, pcnerint.rh Desa dan Badan
Perrn\rsy.r*aratan I)csal dalt1m (reng:rtLlr clao mengLlrlls
kcpcntingarr masyarrakat sctcmpert berdasarkan asal uSuL dan
adat istiadat setempat )'zLng diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintah Negara Kesatuan Ilepublik lndonesia.

10. PemcrinLlll Dcsa aclalah Kepala l)esa dan Perangkat Desa
sebagai unsur penyclenggaraarl Pemcrintahan I)esrl.

11. Badan Pcrmusya\\'aiittan Desa yalnSl sclaniutnya cLisingkar BPD
adalah lcmbaga yarng mcrupakarr pcrq,'ujuc1.u1 demokrasi da.lam
penyelenggaroan Pernerinlahan Desa scbagai unsur
penyelcnggara Pemerintahan Desa.

12. Lembaga Kemiisyarakatan Desa adalah lembaga 1,ang dibentuk
oleh masyarakat scsuai dcngan kebuLuhan da]1 merupakar-r
mitra Pemcri11Lah Desa dalaln membcrdayakan masyarakat.

13. leraturan Desa aclalah Pcaalturan Porundang urrdangzrn yangi
dibuat olch BPD bcrsama Kepala Desa.

14. Keputusan Desa adalah h:rsil akhir yang ditctapkan oleh Kcpala
Desa setelah dimnsvawarahkan/dimufa-katkan oleh Badar
Permusyat aratan Dcsa (BPD).

15. I(evrenanrgan berdasarkan h:rk asal usul adalnh hak yang
mcrupakan !,,arisan yang masih hidrrp dan prakarsa Desa atall
prakarszr masyaral<aL Desa sesuai clcngan pcrkembangan
kelridupan maslraral<at.

16. l(crvenanBar Lokal Bcrskaia Desa ada'lah kervenangan untuk
mcngatur dan mengurus kepcntingan masyarakat Desa yalg
tclah dijalankan oleh Dcsa .rtau mampu dan elektiI dijalankan
olch lfesa atau yong mlrlrcld karcna pcrkembargal Desa dan
Ilakarsa mr syn rlkat Deso.

17. Aset Desa adaiah barang milik I)esa yaog berasal dari kekayaan
arsli Desa, dibcli at.au diperolch atas beban AE,B Desa atau
perolehan hak lainnya vang sah.

18. B:rdan Usaha Milik Dcszr, selanjunya disebut BUM Desa, adalah
badzrn usaha yang seluruh atau scbagian besar modalnyan
dimilil<i oleh Dcsa melalui penyertaal secara l?xlgsung yang
bcrarsal dari l<ek-ayaan Desa yang dipisahkao guna mengelola
aset, jasa peiayanan, dan usaha lainnya untuk scbesar-
bcsarnya kesejahtel aa\ masyarakat Desa.

19. Ba.ang Milil< Dcsa ar.la.iah l<ckayaan milik Desa berupa bar:ug
berSerak da1i bara;ig iiJd< bergerak.



20. Musyarvarah Desa atau yang disebut dengan nama iain adalah
t-u"r,rwaran anlcrc Ba.len Permusvawarelan DcsB' Pemcrinla}\
n,,-,i, .r.- Lt'r.u, n,.,syorid(dt ydng diselenBBdakan olclr Badan
Permusyawaratan Desa untuk mcnyepakati hal yang bersilat
strate!!is-

21- Pemberdayaan lvlasyarakat Desa adalah upaya me ngembeurgkan
kcmandirian dan kcsejahteraan masyaral<at dengan
meningkatkan pengetahuarl, sikap, kcterampilan, perilaku,
kcmarnpual, kesadaral, serta memanfaatkan sumber daya
melalui pcnetapan kebijakan, progiam, kegiatan, dan
pendampingarr ),.rng scsuai dengiu: esensi masalah dan prio:iias
l,ehuL,Jharr r:i":S.. a:ekcl C: r:.
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tr}as3.l 2

Ruang lir,gkup kewenangan berdasarkan hak asal
meliputi :

a. Sistem organisasi perangkat Desa;
b. Sistcm organisasi masyaral<at adat;
c. Pcmbinaan kelenrbagaan masyarakat;
d. Pengelolaan tanah kas Destr;
e. Pcngelolaan tanah Desa atau tanah hak mitik

menggunakar sebutan seiempat; dan
I Pengcr.'rbanga n pe.a11 masl,erakat Desa.

usul Dcsa

Desa yang

tp;rl"a?, 3

Kc-+renangan Desa ye-rg 'berdasarkan hak asal usul t€rdir:i atas ;

a. Pcmbinaan kelcmbagaal rna syaralii.+-;
b. Per-rgeiolaan ianah kas dcseidan
c. Fengembangan oeran na-svarakat Desa.

Pa.4?.1 {r

Pcmbinaal kelembagpan masl/arakal- sebagaimana dirnaksud daiam
Pasa.l 3 humf a aclalah kewenangan dcsa untuk menylsun,
menctapkan, dan mengara,asi pclarksaan aturar pelyelenggaraan
pernerintahan dan pem'oarg-rnan clesa, hehidupan tiosial budaya,
ekonomi, kearnar1alr, iitlgklingan, dan kcrnasyarakat;ln ]okal
berskala riesa serta ircrjasarua antar dcsa-

irasal S

1) Pengelolaan tanah kas des:r sebagaimana dimaksud dalam pasal
2 huruf b ad,alah ke,;,.'eeanga:r desa untuk mengelola dan
m rmc n laGt:la n basLl hl-silr:_va.

2) Pengelolaan te.Eai? i(as Desr sebagaimana dimaksud dalam pacle_

ayat (1) diatur tebih ianjut ilengan Keputusan Bupati.



:liasal 6

Pellgcrnbarlgan peran rrlasyarako t Desa sebagairnana dima-ksud
dalam Pasal 2 huruf c adalah kewenangan Desa untuk membentuk
Iembaga/organisasi kemasyarakatan lokal berskala desa,
melaksalakar: pembinaan, pemberdayaan, dan pengembalgan
peran masyarakat daiarn membanguu desa dan desa membalgun.

FEsal ?

Pemerintah daerah mengak-ui, menghormati dan melindungi
kevrena;rgan berdasarkaa hak asa.l usul sebagaimana_ yang
dimaksud dalam Pasal 2.

:}AB III

KEStrENANGA}I LOKAL BTRSXAI.A DESA

pasal 8

Kriteria kewenangan loka_l berskala Desa meliputi :

a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelavaran dan
pemberdayaan masyaratat.

b. l(ewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan daJr kegiatan
hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai
dampak inte.nal Desa;

c. Ke!!.enangan yang berkaitan dengan kebutuhafl darr kepentingan
schari-hari masyarakat Desa;

d, Kegiatan yang tclah dijalankal oleh Desa atas dasar prakarca
Desa;

e. Program kegiatan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten dar! Pihak ketiga yabng telah dioerahkan
dan dikelola oleh Desa; darr

f. Program kegiatan penerintah lokal berskala Desa yang teiah
diatur dalam Deratura.n uerunda:rg-undangan teqtang
pembagian kewesengat Fen:erinLah, pemerintah provinsi, dan
Pemerintah Kabupateit.

pasal I
Pihak ketiga sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 8 hu.n:{ e melifuti :

a. lndividu
b- Organisasi kernasyarakaq
c. Pergurlran tinggi;
d- Lembaga owadaya nasyarakat;
e. l,embaga donor; dan
[. Per:sa]raan-



Pasai 10

r<elveflang4n LoLal bersr<alzr Des.{ rnclrpud :

a. Bidang pcnyelcnggaraan pcmerintah Desa;
b- Bidang pelaksanaan pembangunarrr Desa;
c. Bidang kcmasyarakatan Desa; dan
d- Bidang pcnrberdayaan masvarakat Dcsa.

pasal 11

Kcu,ehangan loiral bcrskala Dcst bidang penyeLenggaraern
perncrintah dcsa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hurul a
antara lain, meliputi :

a. Penetapan dan pcncgasan tratas Dcsc;
b. Pengembangan sistcm admjlr.iskasi dan informasi l)esa;
c. Pengembangan tala ruan{{ dan peta sosial Desa;
d. Penclataan dalr pengkiasifikasian tenaga kerja Desa,;

c. Pendataan pencluduk )'ang berkerja pada sektor pertaniaLn dan
sektor non pcrtanian;

f. Pcndata"rn pr:nrludrLk rntrrurur jumlah pcnduduk usia kerja,
angkatan herja, pcncari lrerjr, dan tingkat partisipasi ingkatan
kerja;

g. Pendat.ran pendudul< berumur 15 (lima belas) tahun ke atas
yang bekerja mcnurart lapangan pe1<erjaan jenis ltekerjaal dan
status pekerjaani

1r. Pendataan pcnduduk yang bel<erja di luar negcri;
i. Penct-apan organisasi Pemerintah Dcsa;
j. Pembentukana Badzrn Permusyaratan desa;
k. Penetapa, Perangkat Desa;
1. Penctapan Badan Usaha I{ilik Desa;
m. Pencttrpan Anggaran Pendapatan llelanja Desa;
n. PcnctaDan Perat+ran Desa;
o- Penetapan Kerjasama antar:-Desa;
p. Pcmbcrian ijin penggrnazrn gedung pertemuan atau balai

Desa;
q. Penclataan potensi Des.r;
r- Pemberi::r izin )rak pengciolaan atas tanah Desa;
s. Penetapan Desa dalam keadaan clarurat seperti kejadian

bencana, l<onflili, rar,van pangao, r,vabah penya-kit, gangguan
keamanan, dal kejacliar.r luar biasa lzr.inya dalarn skala DesaL;

t. Pengelolaan arsip Dcsa;
u. Penetapan pos kcamanan dan pos kesiapsiagaan lainlra sesuai

clcngajl kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
v. Pendataan Dcsa del penJrusllnan profil Desa;
',r,. Penyelenggar.aan musyawarah Desa;
x. Penyelenggaraan pcrencarraanDesa;
1r. Fen5ie!3ngg1126rr evaiuasi Sngkat D,jrkembanqan pemerintahatl

=1.sr.;
z- PerabarBainan Earana dar tlaasarana kantor Desa;



aa. Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan
pe!anal<at Desai

bl). ope.,15ional pcrnerintahan Desa {perkantorafl);
cc. Operasionai Bacla.n Perrusyararvatan Dcsa;
dd. Penyclcr-rggara.ar Perencana..an Desa;
ec. Penyclenggaraan evaiuasi tingkat pcrkembangan pemerintah

Dcse
Il Pr:rlriliirar-t l(epala Dcsa;
gg. Pcmilihan anggora BaCan Pe rmusyara\vatan Desa; dan
hh. Kcgiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.

Pasal 12

Kel,{€nangaln lokal berskala Dcsa hi.l:rng pembangunan clcsa
sebagairlirn:r rlinakslld d.Iiam pals,rl 10 hurLrl b, meliputi :

a. Pelayanan dasar Desa;
b. Sirrana dan prasarana Desa:

c. Pengemlrangan ekonomi loi<al Desa; clan
d. Pcrnanfaatan srmbcr daya alam dan lingkungan Desa.

Pasal 13

Kewenangan lokal bersktrla Desa di bidang pelayanan dasar scbagai
mana dimaksud dalam Pasal 12 hurul a antara lain meliputi:
a- Irengcnlb.ngan pos kesehatan Desa dan Polindes;
b. Pcngiembzrngan tenagzr kcsetratafl Desa;
c. Pengelolaan dan pcmbinaan Posyandu melalui:

1) LayanaD gi, untuk balita;
2) Pemeriksaan ibu hamil;
3) Pcmberian makanan tambahan pcndanping Air Susu lbu;
4) Pl3 nJ4.rlui ran kesehalan;
5) Gcrakan hidup bersih dan sehat;
6) Pcnimbangan bayi;
7) GcrakeLn sehirt Lrnl.uk lanjut usia;
3) Inscntif kader kesehatan desa;
9) lnsentif tim pecluli kesehatan ibu/anak;

10) lnsentif kelompok kcrja posyamdu; dan
11) Biaya operasional nrrnah r.urrggu persalinan desa

d. Pcmbinaan kcgiatz,.n Kcluar8a Berencana (KB) Desa;
e. Petnbinaan dar.n pengaivasan upaya kesehat,m tadisir:na1;
L Pemantauan dan pencr:gaharl pcnyalahgunaan narkotika dan zat

adiktil di dcsa;
g. Ire mbinazrn dzrn pengeiol?,.an pendidikan aoak usia dini melah,ri :

1) Pcnyediaan lahan / iol<asi;

2) Pcmbanpgnan gedung
3) Insentif pengelola dart tenaga pendidik
4) Pcnyediaan AlaL Permairan Edukati{ (APE); dan
5) PeayeCiaan alat detcksi tirnbuh kcmbang anak.

h. Pengadaan clan pengeiolaan saaggar belajar, sarggar seni budaya-,
da.n perpustakaan Desa scil3 tama! bacaan masyarakat:



i. Fasilitasi dan motivasi terhadap kclompok-kelompok belajar di

j. Sar:rna.lan prasarana di bidang pelayanan dasar lainnya sesuai
dcngan kondisi Desa.

?.\s,o-l 14

Kcrvcnr'rngan lokcl bershala Desa bideu-rg sarana dan prasarana desa
sebagaimana dimaksud dal.rm Pasal 12 huruf b antara lain, meliputi:
.r. Pcrnban!$nan <lan pcmcliharaan lcantor dzrn balai Desa;
b. Pembangunan dan pcmeliher.raan jaltrn Desa;
c. Pembal,gltn.rn .lan pc leliharaan jalan lingkungaD pemukiman

masyarakat;
d. PembanpNnan dan pcmclihuraa n ja1!1n usaha tani;
e. Pembanllunan dan pcmcliharaam cmbung Desa;
f. Pernblngunan dan pemeliharaan rumzrh ibadah;
g. i'embangu[an dan pemeliharaarl sanitasi lingkungan;
h. Pengelolaan pemal(aman Desa dan peti'lasan:
i. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
j. Pernbangrnan dan pcngelola-an air bersih bershala. Desa;
h. Pembarngunan di::r pengelola:rn air minum berskala Desa;
l. Pembangunan daa pemelilrara-an irigasi tersier;
m. IrcmbangunQn dan pcmcliharanD lapa:rgan Desa;
n. I'crnbargunon clarn pcmelihelaan sarana dan prasaJzlna olahraga;
o. !'embangunan dar pemeliharaan taman Desa;
p. Pembang.rnan dai penrelihziraan firsilitas penerang;an jal'an desa

(:fln sa:anJ umu,r, lainr:ya:
q. Pembaagunon d.iit peneliha-aaan scrta pengelolaan saluran unt,;k

buCidaya pedkanan, bending desa dar checi-r-dam; dan
r:. Pengembang?-l'r sar:3na dan rrasalara produksi lainnya sesrai

Cergan kondisi desa.

Pasa! Lg

l(clvenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi
iokal Desa sebagaimana Cimaksud dalzlm Pasa'l 12 huruf c antara
lain, melipuLi:
a. Pr:rrgernbalgsn dan pengelolaan Pasar Desa dan Kios Dcsa;
b. l'embangunan dan pengckrlaan tempat pelelang,m ikan milik

De sa;

c. Pelrgembangan usaha mikro bcrbasis Desa;
d. Pendavagunaan kcuangan mikro berba.sis Desa;
e. PembengS:nan dan pengelol;Lan l<eramba jaring apung dan bagan

ikan:
f. Pembangunan dan pcngelolaan lumbung palga:r clan penctapan

cadangan pangan Desa;
g- Pembangunan dan pengeloiaan penggiliagan padi desa;
h. Penelapan koincditas unggulan pertanian, perkebunan dar

perikaaan desa;



i. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit
pertanian dan perikanzd sccara te.padrr;

j- Pcnetapan jenis pupuL dan pakan organiL uDtul. Ijortai'liel,
perkebunan dan perikanan;

k. Pengembangal dan pembibitan tanaman pangan / benih lokal;
l. Pengembangal ternak secara kolektif;
m. Pengembangan pcrkebunan secara kolektif:
n. Pembangunan dan pengelolaan energi maadiri;
o. Pendirian dan penBelolaan Badan usaha Milik Dcsa (BUMDcs);
p. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
q. Pembangunan dan pengelolaan tambak garam;
r. Pembangunan dan pengelolaan kandang ternak;
s. Pembangunan da-n pengelolaan Budang pendingin (co1d sto.age);
t. Pembukaan lahan perr anian;
u. Pengeloiaai padang gembala;
v. Pcngembangan wisata desa di luar rencala induk

pengembangal pariwisata daerah;
w. Pengelolaan kolam ikan dan balai benih ikan;
x. Pengembangan teLnologi tepat guna pengolahan hasil pertaniLn,

perikanan dan perkebunan;
y. PengembLngan sistem u.saha produksi pertanian yang bertumpu

pada sumberdaya, kelembagaal dan budaya iokal; dar}
z. Pengeraballga]1 ekonomi lokai iainr:ya sesuai dengan kondisi desa.

-"-!aes!!. tr6

Kewenargan loLa.l bc;sl<atra Desa bidang pemanfaatan sumber dalra
alam darr linglmngan Desa sebagaimana dimaksud daJam Fasal 12
humf d antara lain, roeliputi :

a.. Ko11loditas tarebarg roiaeral bukan logara antara lain :

1! Zirkon;
2) Kaoii:r;
3i Zeolit;
4) Bentonit;
5) Silika (pasir kuarsa);
6) Kalsit (batu kapur/ gamplng)
7) Felspar; dao

b. (-omodilas tambang mineral batuan antara lain :

1) Onil:;
2] Opal;
3i iok;
zl) Agat;
5) Topas;
5) Perlit;
/ I l oser<r;

8) Batu Sabak;
9l trllolll..et;
iO) Granit;

10



i 1) I(alsedon;
121 RiiafrE {Chert)i
13) Jasper;
14) Krisopras;
15) Garoet; dan
15) Potensi komodi'"as tambang batuan lainnya.

c. I(omoditas surnber al4m arrtara lain :

l) Kayu Drmrr;
2) Ka1'u / Kulit Gem,-tr;

3) KaFr/ Getah Nyatu;
4) Kayu/Geta} SIap;
5) Kaiu/Getah LlangkaEg;
6) Kayri Garu;
7J Kayu/Kulit Kalanis;
B) Kayu Tangkawang;
9) Kayu Galam;

LC) Bambu;
11) Madu; dan
12) Potensi kcmoditas sumber a-Iafl lainnya.

d. Pelestarian lingkungan hidup melalui:

U Peoghijauan;
2) Pembuatan teraseriDg;
3) Pemcliharaan hutan bakau;
4) Perlindulrgan mata air;
5) Pcmbersihan daerah air sungai;
6) Perlindungan terumbu karang; Ca-n

7) l,ainnya sesuai dengar kondisi desa.
e. Pengelolan rumput laut;
f- Pengelolaan huta& desa;
g. Peogelolaan persampahan desa;

h. Hutan liemasyaral€tan; da11

i. Pengembangan pcma.nfaalan sumberdaya ala,'n dan lingkuagan
iainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Paaatr ],7

Kewenangan lokal berskala Desa bidang kemasyarakatan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1o truruf c antara lain, meliputi:
a. Membina keamanan, keterdban dan ketenteramal wilayah dan

masyarakat Desa;
b. Membina ker:ukurrarr ';varga masyarakat desa darr umat

beragarna;
c. Memelihara perdama.ian, menangali konflik dal melakukal

mediasi di Desa;
d. Ir'lelestarikan darl meagembangkan gotong royong masyaraka'.

desa; dan
e. Irengembangax kemasyarakatan lainnya sesuai dengan k-ondisi

1:i



Pasal 18
licwen.rnfarn 1o1.r(1 Uersk.ll.r Dc$d bl<1uDg !:crt,erciayatul masy€tftrktrt
scbagaimana dim.thsucl dalam Pasal 10 huruf d antara lain, mcliputi:
a. Pengcmbangan scni budaya lokal;
b. Pengorganiselsian melalui pcnrbcntukan, f.asilitas dan pcmbi[a:rn

lcmbaga I<emasyarakatan dan lembaga adat;
c. Fasilitas keiompoi<J<elompok masyarakat meialui :

1) Kclompok tani;
2) Kelompol< r.relayan;
3) Kelompok seni budaya; dan
4) l(elompok masyarairat lain di desa,

d. Pemeliharaal santunan sosial kcpada kcluargp fakir miskin;
e. I:'asili1.as terhsdap kclompol<-kclonlpok renl11r1, l<elompok

masyar.rkat misl.iD, pcrempuan, masyar.akat adat daI difabel;
f. Pengorganisaoian melalui pembcntukan dan fasilitas parategal

untuk memberikan bantuarr hukum kcpada warga masyarakat
desa;

g. Analisis kemiskinan secara parrtisifasi di dcsa;
h. Penyelenggaraal promosi kcsehatan dan gerakan hidup bersih

dan seh.rL
i. Pengorgarisasian melalui pembentukan dalr fasilitas kader

pembangunan darl pemberdayaan masyarakat;
j. Peningkatan kapasitas melaluj pclatihan usaha ekonomi desa,

pcrtalrian, perkebunan, perikanan clan perdagangan;
k. Pendayagunaan tcknologi t.epat guna;
1. Pcndidikan, pclatihan dar penyuLuhan; dan
m. Pcningkatan kapasitas masyuu akat melalui :

1) Karang Tan-rna Dcsa;
2) I(adcr Pemberclayaan Masrarakat Dcsa;
3) I(ader pembcrdayaan kcscjatrtcra.u keluarga (pXK);
4) Kader bina kelllarga balita (BKB);
5) Kadcr keluarga berencan0. (l(B);
6l Kelompok usaha EkonorBi produkti{;
7) I(elompokpcrcmpuan;
8l l{elompok tani;
9) Kclompok rnasyarakat miskin;
10) Kelompok nclayar;
1 1) Kelompok pengrajin;
12) Kelompok pcmerl.Iati dan perlindungan anak;
13) Kciompok pcmr,rda;
14) Kehmpol(/ sanggar seni budaya lokal;
i5) KelompoL/ sanggar belajar (PLlsat kegiatan belqjar masyarakat

/ PKBlvi);
15i brnbaga Per:n Lreidaye i}n Masyaraka.t (LpM); dan
17) Keloapok !arn sesuaj cr.e..qan kondisi desa,



BAts IV
PELAI<SANAAH KEV,TENANGAN

Pasal a9
(I) Desa mclakukan idcntifikasi terhadap kegiatan yang sudah

ditangani dan kegiatan l,ang mamplr ditangani tctapi bclunl
d ilaksarlakan -

(2) Kepala Desa bcrsama-sama BPD harus melibatkan masyarakat
desa melakukao musyau'arah untrrk rnerrilih kewenan:gan
bertlasarkan ha!< asal usul dan ke,,venangan loka1 berskala Desa
dari daftar yang telal:r ditetapkan dalam Pcraturan Bupati ini.

(31 l(ewenangan Desa sebagaimar-ra dimaksud pada alrat (2) dipilih
scsuai dcngan situasi, kondisi, kcbutullan dan kemampuan lokal
desa.

(4) l(epa1a Dcsa bers..rma-s:rma BPD clapaL rnclrambai jcnis
ke\'\'enangan beldas.lrl<an ha1 asal usul dan kewenangan lokal
berskala clesa lainn:va ses,,Jai dengan prakarsa masyarakat,
!.ebu[uhan dan lionCisi 1o1<zr1 )csa.

(5i P:1a}<sarLaan setaga'i*a.Da rlimr:l<sud Pasal 19 Ayat (1 s/d 4)

dapat .iilak-ukan -qepanj.ian iidak bertentangan denga-r]

i<.tentuar dan peratllr a:I perundai:ger-undangan yang ber:lalo,r.

BAB V
PEXETAPA}.I I'"EWDNANGAII DESA

Pasal 20

(1.) Kewcnangan berdasarkan bak asal usul dan kewenangzrn 1oka1

berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(2) Peralxran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merjadi

d3sar dalam mc.lrusunan kebijal<iLn, program, darl administrasi
Desa dalam penl,eler-rggiwaal pemerintzrhal desa, pelaksanaar-r
npmhznflrnin dFqr .c.nbinaar l<eioasvaral<atan desa dai
pembeldayaan mas'y'ara,kal C.sa.

rli,n qi

F3sal 21

(1) I)esa <iilaraog melakril<an puogutan atas jasa iayan.rn
aclministrasi lrarc diberikan kcFada masyarakat desa.

(2) ..lasa layanan administu.i sebagairnane- dimaksud paia aya.t (tr)

meliputi :

a. Surat pengaltar;
b. Surat reko{endasi; dal1
c. Surat keterar-rgan.

Fasal 2?

(1) Dcsa bet-wenang mclakukan pungutan atas jasa usaha seperti
arlanya Badan Usa-ha- Ir,lilik Desa {BUMDcs) dengan unit usaha
rra.itu pas.[' alesa, pcr4e.ndlaD urnum, l('isaia desa, tarnbataa
perahu, karamba ikem, peleieagan ikan dan ldn-1ain,



(2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari
usaha bersama altara pemerinta_h desa dengal masyarakat desa,

AAB lrII
PEUBIITAAIT I'AIT PEI{GAWASAN

pasal 23
(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam

pelaksanaan kewenangan.
(2) Pelaksanaan pembinaan d€n pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat dan Satqan Kerja
Perangkat Daerah (SKpD) sesuai dengan tugas pokok dafl
fungsinya masing-masing.

BABVIU
XETENTUAJI PEI{UTUP

Paael 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini denga:t penempatalnya dalam Beriia
Daerah Kahrpaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 11 Pehrr;a-ri 2016

BUPATI K.&}UAS,

ttd

BEN BBAHI$ S. &{ITAI
Diundangkan di Kuala Kapua"$
pada tanggal L1 Pebn:ari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUFATEI{ KAPUAS,

t'rd

RIAI{OV}.
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